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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 30 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER| PERHUBUNGAN
NOMOR KH. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN
JASA TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang a. bahwa saat ni penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia
akan segera memasuki babak baru dengan diakhirinya hak
ekslusivitas bagi badan penyelenggera di bidang telekomunikasl,
yaltu dengan diberlakukannya kompefisi _dalam rangka
peningkatan pelayanan Jasa felekomunikasi kepada masyarakat
Khusuisnya pengguna jasa telekomunikasi;

& bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, perlu
diakukakan  perubahan terhadap _ Keputusan  Menteri
Perhubungan Nomor KM. 21  Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaren Negara Tahun 1989 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3881);

2, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lermbaran Negara  Tahun
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3980);

3. Peraturan Pemorintah Nomor §3 Tahun 2000 fentang
Penggunaan Spekirum Frekuensl Radio dan Orbit Satelit
(Lembarap Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembarer; Negara Nomor 3981);

4. Keputusen Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsl, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja_Departemen, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;



[image: image2.jpg]Menetapkan

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 fentang Unit
Orgarisesi dan Tugss Eselon | Departemen, sebagaimana telah
dubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Ki. 20 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

7. Ksputiusan Menterl Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

& Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kera Depariemen Perhubungan,
sebagaimana felah diubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTER| PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOWMOR KM. 21
TAHUN 2001 TENTANG  PENYELENGGARAAN  JASA
TELEKOMUNIKAS|

Pasal |

A Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1), sefingga selutuhnya
berbunyi sebagai berikut

(1) Penyelenggaraan fasa teleponi dasar diselenggarakan
oleh

a. penyelenggara jaringan tetap lokal;

b, penyelenggara jaringan tetap sambungan langsting
jarak jauh (SLJ)

o penyelenggara  jaringan tetap  sambungan
intermasional;

d. penyelenggara jaringan bergerak ssluler;

e, penyelenggara jaringan bergerak satelt atau
penyelenggara radio trunking.

B. Mengubah Ketentuan Pasal 15, sehingga seluruhnya berbunyl
‘sebagal berikut :

Pasal 15

(1) Penyelenggara jaringan tetap lokal, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan Jasa

teleponi dasar untuk sambungan lokal, yang terdir ates
Jasa

a  telepon;
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o teleks;

4. telogram;
e data

(2) Penyslenggara Jringan tetap sambungan langsung jarak
Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurut
b, menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan
jarak jauh, yang terdir atas jasa

telepon;
faksimili;
teleks;
telegram;
dta.

() Pehyelenggara jaringan tetap sambungan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c,
menyelenggarakan jasa telepon! dasar untuk sambungan
intenasional, yang terdir atas Jasa

a. telepon;
b, faksimif;
c...teleks;

d. telegram:
e. data

(4) Penyelenggara jaringan bergerak seluler_sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hunf d,
meryelenggarakan jasa teleponi dasar yang terdiri  atas

Jasa
a telepon;
b, faksimili
o data.

() Penyelenggara jaringan radio trunking sebagaimana
dimaksud  dalam Pasal 14 ayat (1) hunf f
+ menyelenggarakan jasa telepon sambungan lokal.

€. Mengubah ketentuan Pasal 16, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berkut:

Pasal 16

(1) Penyélenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan
jaringan tetap lokal mencakup wilayah lokal, regional atau
nasional.
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jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh mencakup
wilayah nasional.

(3 Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan
Jairgan fofap sambungan namsslonal mencakup wiayah
naslonal.

(4) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan
jaringan bergerak seluler mencakup wilayah nasional

() Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan
Jaringan bergerak sateiit mencakup wilayah nasionl.

(8) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan
tadio trunking mencakup wilayah regional atau lokal

D. Menambah dengan menyisipkan huruf e baru pada Pasal 46
ayat (1), sehingga selurufinya berbunyi sebagai berikut

(1) Penyslenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf ¢ terdir atas ;

Jasa televii berbayar;
Jasa akses intemet (ntermet service provider);
Jasa Interkoneks! intemet (NAP);

Jasa Intemnet teleponi untuk keperiuan publi
jasa sistem komunikas! data;

Jasa wireloss access protocol (WAP);

Iasa portal;

jasa small office home office (SOHO);
jasa transaksi on ine;

jasa apiikasi packet switched selain_ sebagaimana
dimaksud dalam hurufa, b,c, d, &, 1,9, h, dan |

E.,Mengubah Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), sehingga seluruhnya
berbunyi sabaga berikut

(1) Penyélenggaraan jasa mulimedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf &, b, c, d dan e merupakan
penyelenggaraan jasa mulimedia yang memerlukan izin
darl Direldur Jenderal.

(2) Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, g, h dan | merupakan
ponyelenggaraan Jasa mulimedia yang tidak memerlukan
izin dari Diroiur Jenderal.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkandi : JAKARTA
Padatanggal : 11 MARET 2004

MENTERI PERHUBUNGAN
td

AGUM GUMELAR, M.Sc.

‘SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Poitik dan Keamanan;

Menteri Pertafianan;

Menterl Perindustrian dan Perdagangan;

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

Sekretaris Negara;

‘Sekretarls Jonderal, Inspeltur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala
Badian di ingkungan Departemen Perhubungan;

Para Kepala Biro dan Pera Kepala Pusat di lngkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Perhubungan.

‘SALINAN sesual dengan asiinya





